Risalah Hasil Sidang Paripurna II

Badan Pertimbangan Bahasa (BPB)

Rabu, 20 November 2002, Pukul 15.00—18.00

I. Peserta

a. Sidang dihadiri oleh 7 orang anggota BPB sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Mien A. Rifai

2. Prof. Dr. Basuki Suhardi

3. Prof. Dr. Yus Rusyana

4. Prof. Dr. Ki Supriyoko

5. Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja

6. Dr. Hasan Alwi

7. Drs. Parni Hadi

Anggota BPB yang berhalangan hadir (11 orang)

1. Prof. Dr. Taufik Abdullah

2. Dr. Dewi Fortuna Anwar

3. drh. Taufiq Ismail

4. Prof. Dr. Fuad Abdul Hamied

5. Prof. Dr. Fuad Hassan

6. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana

7. Prof. Dr. Budi Darma

8. Dr. Onno Purbo

9. Drs. Anas Urbaningrum, M.Si.

10. Ir. Nirwan Dewanto

11. Garin Nugroho, S.H.

b. Staf Sekretariat yang hadir (3 orang)

1. Drs. Suhadi

2. Drs. M. Nurhanadi

3. Dian Pitaloka, S.E.

c. Pimpinan Pusat Bahasa (8 orang)

1. Dr. Dendy Sugono

2. Dra. Yeyen Maryani, M.Hum.

3. Dr. Zaenal Arifin

4. Drs. Abdul Rozak Zaidan, M.A.

5. Dra. Siti Zahra Yundiafi, M.Hum.

6. Drs. Mustakim, M.Hum.

7. Drs. Sutaryo, M.M.

8. Drs. Suhadi

II. Masalah yang dibahas

1. Pemeriksaan dan Pengesahan Risalah Sidang Paripurna BPB tanggal 31 Oktober 2002

2. Pemaparan Kepala Pusat Bahasa mengenai Visi, Misi, Rencana Kerja, dan Hasil yang Telah Dicapai oleh Pusat Bahasa (diikuti dengan Tanya-Jawab)

III. Jalannya Sidang

Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Mien A. Rifai, selaku Ketua Badan Pertimbangan Bahasa, dan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada anggota untuk memeriksa kembali hasil sidang pada tanggal 31 Oktober 2002. Selanjutnya, Kepala Pusat Bahasa menyampaikan pemaparan tentang memaparkan visi, misi, rencana kerja, dan hasil yang telah dicapai oleh Pusat Bahasa, yang diselingi dengan tanya jawab.

IV. Hasil Sidang

1. Perbaikan risalah sidang BPB tanggal 31 Oktober 2002 

a.
Pada nomor 2 huruf e tertulis”…analisis SWAT….dst” seharusnya “…analisis SWOT (strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)… dst.”

b. Pada nomor 2 huruf j diperbaiki sebagai berikut. Lembar Komunikasi yang dikelola Pusat Bahasa hendaknya dikirimkan kepada pimpinan stasiun televisi/radio, media massa cetak, dan para pembawa acara (pewawancara) di televisi/radio.

c. Lampiran Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Bahasa tidak perlu diubah/disesuaikan seperti yang termuat pada nomor 5 huruf a. Anggota BPB peserta sidang memahami bahwa pada lampiran itu Badan Pekerja merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari keanggotaan BPB.

2. Sesuai dengan nomor 5 huruf b, setiap anggota BPB memperoleh bahan-bahan sebagai berikut.

a. Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—VII

b. Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947—1997

c. Politik Bahasa (Risalah Seminar Politik Bahasa 1999)

d. Undang-undang Kebahasaan Prancis

3. Berkenaan dengan rencana pembuatan naskah akademik tentang RUU Kebahasaan, sidang sepakat agar para anggota Badan Pertimbangan Bahasa mempelajari berbagai bahan/sumber yang diperlukan. 

4.  Berkenaan dengan rencana diformalkannya Politik Bahasa Nasional, sidang sepakat agar para anggota Badan Pertimbangan Bahasa mempelajari terlebih dahulu buku Politik Bahasa yang merupakan risalah Seminar Politik Bahasa tahun 1999.

5.  Tanggapan/pandangan terhadap pemaparan tentang Pusat Bahasa oleh Kepala Puast Bahasa, antara lain, adalah sebagai berikut.

a. Pembuatan visi Pusat Bahasa hendaknya memuat hal-hal yang lebih luas tentang keberadaan bahasa Indonesia, misalnya “menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berwibawa dan digunakan sebagai bahasa regional/internasional…”.

b. Pembuatan misi Pusat Bahasa hendaknya mempertimbangkan adanya perbedaan antara misi dengan tujuan yang akan dicapai. Perumusannya haruslah menggambarkan bahwa misi itu tak terukur (unmeasurable), sedangkan  tujuan terukur (measurable).

c. Tugas dan fungsi Pusat Bahasa hendaknya tidak dibatasi hanya pada bahasa dan sastra Indonesia, tetapi mencakupi juga bahasa dan sastra daerah serta bahasa dan sastra asing.

d. Fungsi koordinasi/konsultasi tentang pembinaan/pengembangan bahasa hendaknya dimasukkan ke dalam tugas dan fungsi Pusat Bahasa

e. Alokasi dana Pusat Bahasa untuk mendukung pelaksanaan program kerja hendaknya ditingkatkan dari 20 miliar rupiah menjadi sekitar 40—50 miliar rupiah setiap tahun.

V. Lain-lain

1. Naskah akademik tentang RUU Kebahasaan hendaknya dijadikan salah satu makalah yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 2003 yang akan datang. 

2. Tim penyusun naskah akademik akan dibentuk sebagai Panitia Ad Hoc  yang terdiri atas para ahli bahasa/sastra dan hukum pada tahap berikutnya.

3. Rapat Badan Pekerja akan diadakan pada hari Jumat, 20 Desember 2002.

4. Sidang BPB berikutnya direncanakan pada hari Kamis, 16 Januari 2003 yang akan datang

Jakarta, 20 November 2002

Hasan Alwi

Sekretaris BPB
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